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ABSTRAK :  - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan, perlu 
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit Eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Perpres RI Nomor 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8), Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015 (LN 
Tahun 2015 No.51) 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan 
Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Peraturan dan 
Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, 
Staf Ahli  Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli 
Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa 
Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pusat 
Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dan Pusat Analisis 
dan Harmonisasi Kebijakan. 

CATATAN  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.01/2015 dan Nomor 212/PMK.01/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 
31 Desember 2018. 

  - Lampiran halaman 927 s.d. 989 

 


